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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori tentang Permainan Gasing

Dalam perkembangannya, permainan gasing digunakan sebagai sarana
menanamkan nilai kerjasama dan kekompakan, nilai kejujuran, nilai keterbukaan,
sportivitas, nilai prestise, dan nilai ekonomi.Pada awalnya permainan gasing hanya
dilakukan anak-anak, orang dewasa dan orang; tua untuk mengisi waktu luang dan
memenuhi kebutuhan akan liburan. Di Bali, di pedesaan lereng gunung Batukaru pada
umumnya permainan gasing dilakukan pada musim kemarau ketika panen kopi
berlangsung. Lahan bekas menjemur kopi digunakan sebagai arena permainan gasing.
Pada masa lampau di wilayah kecamatan Adimulyo, Karanganyar, kabupaten Kebumen,
permainan gasing dilakukan setelah musim panen padi berlangsung. Sementara
menunggu datangnya hujan untuk menggarap sawah (masa paceklik), para petani, baik
anak-anak maupun orang dewasa mengisi waktu luangnya untuk bermain gasing
dipekarangan rumah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, permainan gasing digunakan sebagai
sarana menanamkan nilai-nilai tertentu antara lain nilai kerjasama dan kekompakan, nilai
kejujuran, nilai keterbukaan, sportivitas, nilai prestise, nilai ekonomi dan mendidik sikap
mental memegang janji (amanah, musyawarah uituk mufakat, tekun dan teliti, serta
melatih ketrampilan dan ketangkasan tertentu).

Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada
suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi
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juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib.Sebagian besar gasing dibuat dari kayu.
walaupun sering dibuat dari plastik, atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk
hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan
tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda
bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan.Gerakan gasing berdasarkan
efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuytung-huyung untuk beberapa saat hingga
interaksi bagian kaki (paksi) dengan permukaan tanah membuatnya tegak. Setelah gasing
berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang
sedikit demi sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan
tanah.Gasing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara, walaupun sejarah
penyebarannya belum diketahui secara pasti.Di wilayah Pulau Tujuh (Natuna),
Kepulavan Riau, permainan gasing telah ada jauh sebelum penjajahan Belanda.
Sedangkan di Sulawesi Utara, gasing mulai dikenal sejak 1930-an. Permainan ini
dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Biasanya, dilakukan di pekarangan rumah
yang kondisi tanahnya keras dan datar. Permainan gasing dapat dilakiikan secara
perorangan ataupun beregu dengan jumlah pemain yang bervariasi, menurut kebiasaan di
daerah masing-masing. Hingga kini, gasing masih sangat populer dilakukan di sejumlah
daerah di Indonesia. Bahkan warga di kepulauan’Rian rutin menyelenggarakan kompetist.
Sementara di Demak,biasanya gasing dimainkan saat pergantian musim hujan ke musim
kemarau. Masyarakat bengkulu ramai-ramai memainkan gasing saat perayaan Tahun
Baru Islam, 1 Muharram.

Sejumlah daerah memiliki istilah berbeda untuk menyebut gasin®. Masyarakat

Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebutnya gangsing atau panggal. Masyarakat Lampung




menamaninya pukang, warga Kalimantan Timur menyebutnya begasing, sedangkan di
Maluku disebut Apiong dan di Nusatenggara Barat dinamai Maggasing. Hanya
masyarakat Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Tanjungpinang dan Kepulauan Riau yang
menyebut gasing.Nama maggasing atau aggasing juga dikenal masyarakat bugis di
Sulawesi Selatan. Sedangkan masyarakat Bolaang Mangondow di daerah Sulawesi Utara
mengenal gasing dengan nama Paki. Orang ‘_jawa timur menyebut gasing sebagai
kekehan.Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda. Jika terbuat
dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai pathon.Gasing
memiliki beragam bentuk, tergantung daerahnya. Ada yang bulat lonjong, ada yang
berbentuk seperti jantung, kerucut, silinder, juga ada yang berbentuk seperti piring
terbang. Gasing terdiri dari bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki (paksi). Namun,
bentuk, ukuran dan bagian gasing, berbeda-beda menurut daerah masing-masing.Gasing
di Ambon (apiong) memiliki kepala dan leher. Namun umumnya, gasing di Jakarta dan
Jawa Barat hanya memiliki bagian kepala dan paksi yang tampak jelas, terbuat dari paku
atau logam. Sementara paksi gasing natuna, tidak nampak.Gasing dapat dibedakan
menjadi gasing adu bunyi, adu putar dan adu pukul Cara memainkan gasing, tidaklah
sulit. Yang penting, pemain gasing tidak boleh ragu-ragu saat melempar gasing ke
tanah.Cara: :
1. Gasing di pegang di tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang tali.
. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian paksi sampai bagian badan gasing. lilit
kuat sberputar.
Di Propinsi Riau.salah satu Kaoupatennya yaitu Kabupaten Rokan Hulu Saat ini

sedang mengembangkan dan memasyarakatkan pernainac Gasing schagai iven olahraga,




dimana permainan tradisional gasing yang dimainkan secara tradisional, telah di
rumuskan sebagai permainan pertandingan olahraga yang menuntut sportifitas dari
peserta.Setelah dilakukan pertama kali, mendapat tanggapan dengan terbukti dilakukan
turnamen tersebut di berbagai daerah di Rokan Hulu. Dalam waktu dekat beberapa
pelopor budayawan, pemuda dan seniman Rokan Hulu akan membentuk persatuan

Pegasiang se-Rokan Hulu. berikut foto-foto kegiatan tentang turnamen gasiang yang

telah dilakukan di Rokan Huilu.

Turnamen Gasiang Se-Kecamatan Rambah Hilir di Muara Ruribah, Februari 2009

diadakau oieh Panitia Perimainan Anak Negeri.
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Ternyata permainan tradisonal gasing permainan yang telah banyak dikenal oleh
berbagai daerah dan juga negara,dengan bentuk dan ukuran yang beragam,namun sampai
saat ini belum ada pihak yang melindungi permainan tradisonal gasing ini dengan
melekatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual karena permainan tradisional gasing ini
memiliki nilai jual apalagi kalau sudah dijadikan{_sebagai salah satu cabang olahraga yang
dipertandingkan.Pada permainan gasing dapat dilekatkan Hak Atas Kekayan Inteletual

(Hak Cipta,Merk,Desain Industri dil)

2.2. Haki dan Permainan Gasing

Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan
pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HAKI) untuk mengatur penggunaan
gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah
'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau
intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum
sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

Hukum yang mengatur kekayvaan intelektual biasanya bersifat teritorial;
pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan ittelektual harus dilakukan secara terpisah
di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut
semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti
Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektua! Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), scmentara perianjian-perjanjian lain memungkinkan

pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dau1 satu yurisdiksi sexaligus.




Hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia mencakup Hak Cipta
dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak cipta (lambang internasional: ©) adaiah hak eksklusif Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau

informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta r?erupakan "hak untuk menyalin suatu

ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi
penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa
berlaku tertentu yang terbatas.(Budi Agus Riwandi,2004:3)
Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu,
.:, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang
f tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk ity
: dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).
Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi
. Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun
1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara
berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta,
dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera
; setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis

- mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut ian juga texnadap karyz




derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga
masa berlaku copyright tersebut selesai.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta
berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-
undang hak cipta yang pertama di Indonesial". U_Pdang-undang tersebut kemudian diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997,
dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam
pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization — WTO), yang mencakup
pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs
("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi
tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun
1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization
Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor
19 Tahun 1997 '

Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta
adalah hak untuk:

e membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut

(termasuk, pada umumuya, salinan clektronii),
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e mengimpor dan mengekspor ciptaan,
e menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
e menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

¢ menjual atau mengaiihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya
pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang
atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak
cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang
hak cipta termasuk "kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,
mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,
mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan
ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur puia "hak terkait", yang
berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku
karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan
lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang
dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1
butir 9-12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain
memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipt' tersebut aapat dialiines,

misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik
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hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan

lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V).

Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan,
sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (Xang secara infer alia juga mensyaratkan
penerapan bagian-bagian reievan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup
hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui
sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral".
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan
hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran)
yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait
telah dialibkan. ( Konsultasi seputar Hak Kekayaan Intelektual Y)Contoh pelaksanaan hak
moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta
atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam
pasal 24-26 Undang-undang Hak Cipta. Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah
memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya
tidak beriaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk
diperpanjang pada yurisdiksi tertentu).

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan
bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya,

suatu ciptaan harus mengandung taktor "kcahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang




juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh
tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah
terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur
lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta
tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk
melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (si:suai dengan yang dimungkinkan oleh
hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai
bukti hak cipta yang sah.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan
bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan
dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and
Patents Act 1988) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang-undang yang
berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga
pemerintah dan lembaga swasta.

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan
hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak
cipta" (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf ¢ di
dalam lingkaran (yaitu lémbang hak cipta, ©), atau kata "copyright", yang diikuti dengan
tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi
(misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis
beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaar ‘.itentu.
Pemberitahu' n hak cipta teisebut beiiuuan untul: memberti tahu (calon) pengguna ciptaan

bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.
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Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan

lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada
sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka
kecuali bagi ciptazn yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota
Konvensi Bern.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktti berbeda-beda dalam yurisdiksi yang
berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung
pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat
misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum
tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya
hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang
hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa
berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya
pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hzk cipta secara umum adalah
sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali
diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali
disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama
pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan
hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta

dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum p-iana. Sanksi pidana secar2 umum
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dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada
perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam
hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tabun yang dapat
disertai maupun tidak disertai denda sejumiah paling sedikit satu juta rupiah dan paling
banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak
pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut
dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia
untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta
demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (pasal 16 dan 18), ataupun melarang
penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan,
ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau
bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, oerientangan dengan norma kesusilaan
umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (pasal 17y

Menurut UU No.19 Tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat
terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan
atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun
keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya
keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua
dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnyc. berada dalam domain umum. yaitu tidak

erhak cipta.
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Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau
perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah
melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik
seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi

¢

pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai
sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendatftaran.( Konsultasi Seputar
Hak Kekayaan Intelektual) Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan
sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbui sengketa di kemudian hari terhadap
ciptaan.( Undang-Undang Tentang Hak Cipta) Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-
undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung
ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permchonan pendaftaran hak cipta dikenakan
biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak
cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan"
yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh
setiap orang tanpa dikenai biaya.

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002, tentang HAK CIPTA

2. Konsuitasi seputar Hak Kekavaan Intelektual.

Penjelasan atas Undang-undang Nomeor 19 ahun 20C2
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Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual {HAK!) yang memerlukan perlindungan

hukum secara internasional yaitu :

1. hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;

2. merek;

(13

3. indikasi geografis;

4. rancangan industri;

5. paten;

6. desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;

7. perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);

8. pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Pembagian lainnya vang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan Hak

Atas Kekayaan Intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :
1. hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right);
2. hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights).

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidaug ilmu pengetahuan,
ik<senian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanva diberikan secara eksklusif kepada pencipta,

yaitu "seorang atau bcbirapa orang secara bersama-sama vang atas inspirasinya lahir
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suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang

dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Perbedaan antara hak cipta (copyright) dengan hak-hak vang berkaitan dengan hak cipta

(neighboring rights) terletak pada subyek haknya.

Pada hak cipta subyek haknya adalah penciptatsedangkan pada hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta subyek haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya,
produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran
terhadap program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang

Hak Cipta (UUHC) UU .

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang
diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility
models) vang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan
yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Paten (UUP).

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau
jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga
kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.Indikasi geographis merupakan tanda
yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis,
termasuk alam, faktor manusia, at u kombinasi dari kcdca faktor fersebnt yang

memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi, disamping 1anda
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berupa merek juga dikenal tanda berupa indikasi geografis berkaitan dengan faktor

tertentu. Merek dan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek

(UUM).
Pengertian

1. HAK CIPTA

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2
ayat 1 UUHC).
2 Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut

hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.
Hak khusus meliputi :
a. hak untuk mengumumkan;

b. hak untuk memperbanyak.

4

Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 6 tahun
1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republil. Tdonesia Nomor 6
tahun 1982 ientang Hak Cipta sebagaimana iclah diubah dengan Undang-Undang
Republik indonesia Nomor (2 tahun 1997 wentang Perubahan Atas Undang-TJndang

Republik Indonesia Numor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Untuk mempermudah
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- pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran buk

- sebagai pencipta yan

- Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemu.

penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo

f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Pendaftaran hak cipta

Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk memperoleh perlindungan

' hak cipta (pasal 5 dan pasal 38 UUHC). Artinya, seorang pencipta yang tidak

' mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai

anlah jaminan mutlak bahwa pendaftar

g dilindungi hukum. Dengan kata lain Undang-Undang Hak Cipta

: melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

. 2. PATEN

annya di bidang

teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tercebut atau

memberikan persetujuan kepada vrang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-

undang Paten).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan

(baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengar penemuan adalah kegiatan

pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

a. proses;

b. hasil produksi;
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¢. penyempurnaan dan pengembangan proses;
d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989
tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang liepublik Indonesia Nomor 6 tahun 1989
tentang Paten. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 atau Undang-

Undang Paten (UUP) saja.
Pemberian Paten

Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan
permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di

Jakarta).

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Paten, yaitu :

a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi‘yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan
vang diterapkan ierhadap manusia dan hewan, tctapi tidak menjangkae preduk apapun

yang digunakan atauv berkaitan dengan metode tersebut.

21




AR T

c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

3. MEREK

Tanda yang berupa gambar, namakata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan daiam
kegiatan perdagangan barang atau jasa . (Pasai 1 Undang-undang Merek).
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa yaitu merek
yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis
lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Pengaturan Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonegia Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
tahun 1992 tentang Merek. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau

dapat juga disingkat Undaiy-Undang Merek (UUM).




Pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor

Merek.

Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-

Undang Merek yaitu :

a. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

-

b. Tanda yany tidak memiliki daya pembeda.
c. Tanda yang telah menjadi milik umum.

d. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimintakan pendaftaran.

Dari ruang lingkup Haki tersebut diatas maka untuk permainan tradisional gasing
dapat dilekarkan Hak tas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta.karena terkait karya

seni dan budaya.
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